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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang 

telah diuraikan oleh penulis pada Bab II, penulis 

memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya telah 

melaksanakan Sebagian peran dalam pengendalian 

pencemaran sampah akibat kegiatan rumah terapung di Kota 

Palangka Raya, Kalimantan Tengah. DLH sudah melakukan 

Sebagian kegiatan pencegahan, penaggulangan dan 

pemulihan. Pencehagahn yang sudah dilakukan sedngkan 

pemulihan itu belum dilakukan dalam pengendalian 

pencemaran. Pencegahan berupa sosialosasi sedangakan 

kegiatan penanggulanga yang sudah di lakukan adalah 

pemerian informasi  terbukti angka pencemaran sungai 

semakin meningkat setiap tahunnya karena kurangnya 

kesadaran masyarakat terhadap kebersihan air sungai. Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya menyatakan bahwa 

penyebab utama terjadinya pencemaran sungai adalah akibat 

adanya tambang emas yang berada di Kabupaten Gunung 

Mas dan di Kabupaten Pulang Pisau yang mengakibatkan 

limbahnya sampai pada sungai Kahayan di Kota Palangka 
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Raya, dan penyebab lainnya adalah kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam membuang sampah rumah tangga. 

penyebab utama terjadinya pencemaran sungai. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kota Palangka Raya perlu  meningkatkan 

kegiatan sosialisasi terkait bahayanya pencemaran 

sungai, teknik pengelolaan sampah rumah tangga, serta 

pentingnya menjaga ekosistem perairan sungai.  

2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya perlu 

menambah fasilitas tempat penampungan sampah 

sementara (TPS), tempat sampah apung di setiap rumah, 

dan juga sarana pengangkut sampah dikawasan di 

kawasan pemukiman rumah terapung. Sebagai upaya 

mengurangi ketergantungan masyarakat pada sungai 

sebagai tempat pembuangan.  

3. Pemerintah Kota Palangka Raya juga perlu melakukan 

penataan Kawasan rumah terapung dengan membentuk 

tim terapdu yang melibatkan  DLH, Dinas PUPR, Dinas 

Sosial, Kelurahan, Kecamatan, serta organisasi 

masyarakat. 
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